
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 . Kesimpulan 

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana 

kekerasan seksual dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Padahal 

tindak pidana kekerasan seksual adalah pelecehan terhadap kehormatan dan 

martabat manusia. Karena itu maka Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkategori 

sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.  

Akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual menimbulkan berbagai 

dampak baik itu secara fisik, psikis maupun sosial. Dampak-dampak tindak 

pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban kekerasan seksual harus 

dipulihkan atau harus direhabilitasi.  

Tugas dan tanggungjawab negara dan pemerintah adalah melakukan 

rehabilitasi terhadap korban. Tugas dan tanggungjawab negara dan pemerintah 

dalam memberikan rehabilitasi terhadap korban diatur dalam Pasal 6 ayat (1). 

Negara memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) untuk memberikan  bantuan rehabilitasi terhadap korban, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa bantuan sebagaimana dimaksudkan dalam 

ayat (1), diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Jadi Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban adalah representasi negara dan pemerintah untuk memberikan 

bantuan rehabilitasi sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1). 



Berdasarkan kewenangan yuridisnya ini maka penulis melakukan 

penelitian terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memastikan 

apakah pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual ini telah didapatkan 

secara adil atau tidak. Atau dengan kata lain, dalam penelitian terhadap korban 

tindak kekerasan seksual yang didampingi oleh LBH APIK –NTT, apakah LPSK 

telah memberikan bantuan rehabilitasi secara maksimal atau tidak.     

Maka, berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan fakta bahwa 

pemenuhan rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang sangat minim 

bila dibandingkan dengan total korban kekerasan seksual yang didampingi LBH 

APIK-NTT.  Dari 283 korban kekerasan seksual yang didampingi LBH APIK-

NTT, hanya ada 8 korban yang mendapatkan rehabilitasi sedangkan 275 korban 

lainnya masih menunggu keputusan LPSK. 

Minimnya korban rehabilitasi yang didapatkan oleh korban kekerasan 

seksual di Kota Kupang menurut penulis disebabkan oleh beberapa hal, yakni: 

1). Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus mengalami kenaikan 

dari tahun ke tahun. 

2). Tenaga LPSK yang minim berbanding terbalik dengan kasus kekerasan 

seksual yang terus meningkat pada setiap tahun.  

3). Berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia semuanya menjadi 

perhatian LPSK. Jadi LPSK tidak hanya fokus memberikan keputusan terhadap 

korban tindak pidana kekerasan seksual. Konsekwensinya adalah bahwa banyak 

kasus korban kekerasan seksual yang harus menunggu keputusan LPSK dalam 

waktu yang tidak pasti. 



Akibat dari begitu banyak laporan kasus yang menumpuk dan minimnya 

tenaga pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengakibatkan terjadinya 

pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang 

mengatur bahwa “keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi 

dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan 

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan 

tersebut. ”  

5.2.  Saran 

Dari penjelasan di atas dikatakan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi 

korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Kupang sangat minim karena 

tumpukan kasus dan minimnya tenaga yang menangani laporan masyarakat 

kepada LPSK yang berdampak pada pelanggaran terhadap Pasal 35 Undang-

Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka disarankan agar  adanya 

penambahan personil pada LPSK. Para personil diatur agar setiap korban 

kekerasan menurut jenisnya, harus ditangani oleh orang-orang yang berbeda. Bila 

dalam Undang-Undang ini mengatur tentang enam jenis kejahatan yang berbeda, 

maka para personil di LPSK dibagi dalam enam kelompok untuk menangani 

setiap laporan kejahatan.   

 Selain itu, sentralisasi LPSK yang terbentuk di ibukota negara,  sepatutnya 

dibentuk pada setiap daerah agar tindakan keputusan bantuan rehabilitasi terhadap 

korban kekerasan seksual tertangni secara cepat, sebagaimana perintah Pasal 35 

Undang-Undang ini.  
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